Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mto
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 10 Mei 1971,
agama lIslam, pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Desa Bangun Seranten, Kecamatan
Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai
Penggugat,

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 24 Februari 1963,
agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Desa Bangun Seranten, Kecamatan
Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mto,
tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1986, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo llir,
Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 68/VI1/5/1986, tertanggal 25 Juni 1986;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan,
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Seranten,
Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selama
pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba’'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak yang masing-masing bersama:
- xxx, anak Pertama, Perempuan, lahir di Bangun Seranten 9
Februari 1987, pendidikan SMP;
- xxx, anak kedua, Laki-Laki, lahir di Bangun Seranten 5 Desember
1993, pendidikan SMP;
- XXX, anak ketiga, Laki-Laki, lahir di Bangun Seranten 9 November
1995, pendidikan SMP;
Ketiga anak tersebut sekarang sudah menikah dan hidup mandiri;
- xxx, anak keempat, Laki-Laki, lahir di Bangun Seranten 16
Oktober 2005, pendidikan SMP, anak tersebut sekarang berada di
bawah asuhan Penggugat;
4, Bahwa pada bulan Oktober 2009, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
- Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat karena uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat
gunakan untuk bermain judi, sedangkan Tergugat hanya memberikan
uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulannya;
- Pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat, akan
tetapi Tergugat tidak memberikannya dan malah bersikap kasar yakni
memukul Penggugat;
- Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang tidak di kenal
oleh Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat melihat
Tergugat dengan wanita tersebut sedang bermesraan di pinggir jalan;
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5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan Mei 2014, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat
dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat meminta uang
tambahan untuk keperluan anak sekolah dan belanja kebutuhan rumah
tangga, akan tetapi Tergugat tidak memberikannya dan malah memukul
Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat
pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah
saudara Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 9 (sembilan) tahun, 8
(delapan) bulan;

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat
dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat yang bertempat di rumah saudara Tergugat di Jalan Tirta
Kencana, RT. 013, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, namun Penggugat sudah tidak mau
kembali lagi dengan Tergugat;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak
mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana
yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah
terpenuhi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:
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Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
tertanggal 5 Maret 2024 oleh jurusita Pengadilan Agama Muara tebo, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

L. Bu
kti Surat
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama
Penggugat, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo,
bermaterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 25 Juni
2006, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo |llir,
Kabupaten Bungo Tebo, bermaterai cukup dan dinazegelen yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ternyata
sesuai, bukti P.2;

Il. Bukti Saksi
1. saksi I, tempat dan tanggal lahir Teluk Arang, 03 April 1973,
agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bangko Pintas,
Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, mengaku
sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpah nya menerangkan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tahun 1986, dengan status perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa
Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang
anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pengguat dan
Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat
berjudi, kasar, dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan mendapat

cerita dari Penggugat dan tetangga;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi ataupun
berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak
berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. saksi Il, tempat dan tanggal lahir Sungai Bengkal, 06 Januari
1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat
dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tahun 1986, dengan status perawan dan jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa
Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang
anak;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, mulai tidak rukun lagi sejak anak ke 4 berumur 4
tahun;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat
berjudi sehingga membuat rumah kediaman mereka terpaksa dijual,
kasar, dan berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah terhadap
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
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- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi ataupun
berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak

berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya
dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,
maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P.1),
maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat
dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal
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14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan
Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat
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adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan tersebut di atas, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:
(1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami
istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha
mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat
dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan dan
berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar
Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan fotokopi
sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat
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sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara
materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan
yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat
didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar
keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi
maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan menerangkan
sering melihat perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan
Penggugat tidak mau berhubungan seksual dengan tergugat karena tidak cinta
karena dijodohkan oleh orangtua. Para saksi sudah menasehati Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil damai, akibatnya Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun hingga
sekarang. Upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga namun tidak
berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas
yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan
fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering
berjudi menjual rumah, sering kasar terhadap fisik Penggugat, dan tergugat
berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah
selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena perilaku
Tergugat menjadi pemicu terjadinya percekcokan sehingga hubungan
Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis
berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir
batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli
dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal
tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut
telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah
tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz
Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83: “Islam memilih lembaga talak/cerai
ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan per kawinan berarti menghukum salah satu
suami isteri dengan penjara yang ber kepanjangan. Ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyang telah diubah dengan
Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

4, Membebankan perkara kepada Penggugat  sejumlah
Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Leni Setriani, S.Sy sebagai
Ketua Majelis, Muhammad Zulfigor Amanzha, S.H dan Andi Asyraf, S.Sy, S.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
Leni Setriani, S.Sy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Muhammad Zulfigor Amanzha, S.H Andi Asyraf, S.Sy, S.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 640.000,00
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4 PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp _10.000,00

Jumlah Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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